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TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ,l ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 20't4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5589), Kepala Daerah wajib
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang R-APBD disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD
sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Perundang-
undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa pengajuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah disepakati bersama antara Pemerintah
Daerah Kota Medan dan DPRD Kota Medan pada tanggall8
Agustus 2020 dalam rangka perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran Z021dalam Surat Keputusan DPRD Kota Medan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
1092);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemirintah Oaeran
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndoensia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20Og tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130);

Undang-Undang Nombr 3 Tahun 2O1O tentang pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 Tentang Perubahan Atas Undang-tJndang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
(l embaran Negara Republik lndonesia Tahun 20.10 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20j9 Tentang pembentuian
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2A14 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Peruakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomollg2,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5569)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Peruakilan Rakyat Daerah dan Dewan perwakilan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201 g Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6187);
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12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O1S Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang pembentukan
Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan
Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat ll Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Tingkat ll Dairi dan
Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas
dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat ll Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1991 Nomor 67);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 Tentang pembentukan
'18 (delapan belas) Kecamatan Di Wllayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat ll Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo,
Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat ll Medan Dalam propinsi Daerah fingkat
I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun t-9g2
Nomor 65);

15 Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standard pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor .150,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45gS);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi pemerintah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembiran
Negara Republik lndonesia Nomor 46 j4);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20.10 tentang perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 1108, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5515);



{

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010
Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5161); '

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20'10 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5'165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia T ahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272),

23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 f ahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5340);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 I Tahun 20'16 tentang Perangkat
Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 j 6 Nomor
1'14, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 lahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6057);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi 

,

Kabupaten dan Kota ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6197),

27 . Peralwan Pemerintah Nomor 56 Tahun 201 g tentang pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 201g Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6279);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6322);

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republii
lndonesia Tahun 20 11 Nomor 3'10);
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

31 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 20 18 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 20'1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 465);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2018 Nomor 12'13);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berila Negara Republik lndonesia Tahun
2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 20 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
20'15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 157);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik lndonesia Tahun
2020 Nomor 888);

36. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanla Daerah Tahun Anggaran 2O2O
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 20',l9 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan(Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2017 Nomor 8);

39. Peraturan Dewan Penivakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 20lB tentang Tata Tertib
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2).
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Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 17
November 2020.

2 Penyampaian Laporan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 23 November
2020

3. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2021 , yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada tanggal 23 November
2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Rancangan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah menjadi
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah
Kota MedanTahun Anggaran 2021 , dengan perincian sebagai berikut.

I. PENDAPATAN DAERAH Rp. 5.153.841.243.027,-
(Lima Triliun Seratus Lima Puluh Tiga Miliar
Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua
Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Tujuh
Rupiah)

,I. PENDAPATAN ASLI DAERAH Rp. 2.1 59.475.572.085,-
(Dua Triliun Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar
Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima
Rupiah)

2. PENDAPATAN TRANSFER Rp. 2.994.365. 67 0.942,-
(Dua Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta
Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Dua Rupiah)

II. BELANJA Rp. 5.303.841. 243.027,-
(Lima Triliun Tiga Ratus Tiga Miliar Delapan
Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat
Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah)

Rp. 150.000.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

DEFISIT
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KEDUA

KETIGA

III. PEMBIAYAAN DAERAH

1. PEMBIAYAAN PENERIMAAN Rp. 150.000.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

2. PEMBIAYAAN PENGELUARAN Rp o,-
(Nol Rupiah)

PEMBIAYAAN NETTO Rp. 150.000.000.000,-
(Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

Bahwa Keputusan ini terdiri dari Buku Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021
beserta uraian-uraian perinciannya dan hasil Rapat Komisi-Komisi dan
Badan Anggaran DPRD Kota Medan adalah merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini disampaikan kepada Pjs. Walikota Medan untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan, setelah dievaluasi
oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan ketentuan segala
sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika
ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan dan/ atau kekeliruan
didalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal z9 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

Ketua,

HASYIM, S.E

Wakil Ketua, Wa I Ketua kil Ketua,

H.IHWANRITONGA,S.E,,M.M H.RAJUDIN GALA,S.Pd.I T BAHRUMSYAH,S.H.,M.H

Tembusan:
I Pjs Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medan
4. Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Medan
5. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Medan
6. Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Medan
7. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Medan
B. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
9. Plt. Sekretaris DPRD Kota Medan


